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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENDE, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1 )  Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan 

masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah 

otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

Tahun 2025- 2026; 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan . . .  



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 

2025-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. 

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

3. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

yang selanjutnya disebut Renstra Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan 

strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta 

evaluasi kinerja. 

4. Perencanaan .. .  



4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentin 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus 

dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) 

tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024. 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun. 

10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat 

hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 

pembangunan. 

1 1.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

13 . Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, 

sebagai . . .  



sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang a tau jasa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan Tahun 2024. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan 

pembangunan daerah. 

19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD 

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pembangunan Daerah. 

20. Daerah adalah Kabupaten Ende. 

21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

22. Bupati adalah Bupati Ende. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende; 

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. 

26. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Ende. 

BAB II 

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan . . .  



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional. 

Pasal 3 

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, 

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende disusun 

dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik sektoral maupun lintas sektor 

sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta 

pelaksanaan pelayanan publik. 

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : 

a. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, 

dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende; 

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar 

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja; 

c. Memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat 

daerah tahunan. 

d. Mewujudkan ketahanan bencana yang handal dan berkelanjutan dalam bingkai 

masyarakat Kabupaten Ende Bangkit Menuju Sejahtera. 

e. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja 

dengan pelaku yang berbasis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

BAB IV 

RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Pasal 5 

( 1) Renstra . . .  



(1) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2026 memuat 

tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah yang berpedoman pada RPD Tahun 2025- 2026. 

(2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Pasal 6 

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum pada 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

Pasal 7 

(1) Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah melibatkan semua 

personil aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sektor terkait 

untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah selama 2 (dua) tahun. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program 

prioritas. 

Pasal 8 

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan 

Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. 

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke 

bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi peraturan Bupati 

(3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebarluaskan 

Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

kepada . . .  



kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

BAB VI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah melalui masing­ 

masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap 

pelaksanaan Renstra Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a. kebijakan perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. evaluasi. 

Pasal 10 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

bersama. 

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan 

Administrator lingkup Sadan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi realisasi 

kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

kegiatan. 

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada 

Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Bagian 

Sekretariat, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang diketahui 

oleh Sekretaris. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

Pasal 1 1  

(1) Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Renstra Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. 
(2) Evaluasi . . .  



(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: 

a. Pelaksanaan Kegiatan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 

b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende. 

Pasal 12 

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

ayat (1 )  dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan 

Sekretaris Dinas 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan 

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masmg - masing 

Bidang dalam rangka pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

Bagian Ketiga 
Perubahan 

Pasal 13 

(1) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diubah dalam h al :  

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau 

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat. 

(2) Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Ende. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra 

dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau 

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran. 

Pasal 15 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Ende . . .  



Ende Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende. 
2024 Ditetapkan di Ende pada tanggal /q 
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN ENDE 

TAHUN 2025 - 2026 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN ENDE 
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KATA PENGANTAR 

Pujj syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya 
maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende telah menyusun Renstra 
Tahun 2025-2026 sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. 

Renstra tersebut mencakup keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan 
dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran PD dan atau pertumbuhan kinerja urusan 
daerah yang menjadi tanggungjawab PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 menindaklanjuti 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses 
pembangunan di Kabupaten Ende melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan RENSTRA ini. 

Ende, 2024 

PATI E N D E \  
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1 .1 .  LATAR BELAKANG 

Undang--undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengisyaratkan bawah perencanaan pembangunan untuk menjamin agar kegiatan 

pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan tersebut 

tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang ,rencana pembangunan jangka 

menengah dan rencana pembangunan tahunan 

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, mengatur bahwa rencana pembangunan meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD). 

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen 

perencanan tingkat satuan kerja perangkat daerah. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 mengatur bahwa setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun 

Recana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan 

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Ende, maka Sadan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagai 

salah satu SKPD menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2026. 

Rencana Strategis (Renstra) tetap mengacu sepenuhnya pada RPO Kabupaten (2025-2026) 

dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020-2024. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai 

2025. 

Menghadapi berbagai isu, permasalahan dan tantangan yang ada, Sadan Penangulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Ende berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis yang 

menggambarkan arah pembangunan 2 (dua) tahun dalam rangka menunjang pencapaian Tujuan, 

Sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Ende dengan memperhatikan tugas 

pokok dan Fungsi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Rencana Strategis Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende merupakan kontrak Kerja Kepala Pelaksana 

Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Pejabat Bupati yang dituangkan 



dalam bentuk tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target yang harus dicapai 

Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam Dua tahun. 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kewenangan serta 

kebijaksanaanya dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Landasan 

hukum dalam penyusunan RENSTRA Sadan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

2025 - 2026 adalah : 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II 

Wilayah Daerah daerah Tingkkat I Bali , Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44700); 

6. Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4723); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

2 



9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Berakhir pada Tahun 2024; 

18. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 -2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. MAKSUD 

Adapun maksud dari Rencana Strategis Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Ende adalah sebagi berikut: 

a. Menyediakan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2026 sebagai acuan dalam menentukan 

prioritas program dua tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan 

tahunan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah. 

b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan 

program kepala daerah selama dua tahun Urusan Penanggulangan Bencana Daerah. 

c. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanan koordinasi baik internal maupun 

eksternal dalam usaha penanggulangan / penyelamatan korban bencana. 

d. Menjadi acuan untuk pelaksanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende 

1.3.2. TUJUAN 

Tujuan Rencana Strategis Sadan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah 

sebagai berikut: 

1 .  Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2025-2026 pelaksanan kegiatan Sadan 

Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende di harapkan lebih terencana dan terarah 

dalam upaya mencapai Tujuan Organisasi sebagai bagian yang utuh dalam pencapaian 

keberhasilan pada Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende; 

2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan program kegiatan dan 

Anggaran Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende setiap tahun; 

3. Sebagai bahan rujukan / acuan dalam mengevaluasi capaian Kinerja Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2026; 

4. Meningkatkan komitmen antar instansi / lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, 

dunia usaha, dunia pendidikan dalam menangani bencana; 
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1.4. SISTEMA Tl KA PENULISAN 

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2025­ 

2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

1 . 1 .  Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, 

Rens Ira Kil dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perang kat 

Daerah. 

1 .2 . Dasar Hukum Penyusunan 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah 

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan 

fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 

1 .3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar 

isi dokumen 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya 

yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan 

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat daerah 

periode sebelunya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebeluimnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra perangkat daerah ini. 
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2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, 

serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, uraian tentang 

struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah person ii, dan tata laksana PD 

(proses, prosedur, mekanisme ). 

2.2 Sumber daya PD 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha 

yang bersifat operasional. 

2.3 Kinerja pelayanan PD 

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD 

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD 

dan/atau indikator lainya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan. 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra KIL dan RENSTRA-PD 

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota)hasil telahan 

terhadap RTRW,dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang 

bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan 

yang dibutuhkan 

Bab Ill Permasalahan dan lsu - Isu Strategis Perangkat Daerah 

a. Permasalahan Pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan 

b. lsu Strategi. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

1 .  Tujuan dan sasaran PD Tahun 2025-2026 yang penentuannya 

didasarkan pada: 

• Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten Tahun 2025 

- 2026; dan /atau 
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• Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat sesuai kewenangan daerah 

2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya 

masing-masing. 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 

Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2026. 

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan 

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan 

pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan 

menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur 

program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya). 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Pada bagian ini dikemukakan 

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 

- 2026 melalui indikator Kinerja Utama (1KU) PD; dan 

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025­ 

2026 melalui Indikator kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi 

PD pemangku urusan pemerintah daerah. 

Bab VIII Penutup 

Berisi tentang penutup renstra. 
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2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN ENDE 

2.1.1 .  TUGAS 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulan Sencana Daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penangulan 

Daerah Kabupaten Ende, maka Sadan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

mempunyai tugas pokok, fungsi kewenangan sebagai berikut : 

Sadan Penanggulan Bencana Daerah mempunyai tugas : 

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang Penanggulangan 

Bencana yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pejabat struktural pada lingkup Sadan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Ende memiliki uraian tugas seperti yang telah diletapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2004 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

kabupaten Ende : 

a. Uraian Tugas Kepala Pelaksana Badan 

1 .  Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi dan kebijakan Gubernur 

serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan 

penyelenggaraan pemerintahan; 

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) badan serta masukan 

dari komponen masyarakat untuk di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tug as; 

3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang 

berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan 

perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana 

serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat serta 

pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 

4. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, 

logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, 
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lembaga usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan dalam rangka penanganan darurat 

bencana; 

5. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan 

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada 

didaerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undanagan yang 

berlaku; 

6. Mengkoordinasikan penentuan status keadaaan darurat bencana pada saat tanggap 

darurat untuk memudakan akses pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik 

dan lain- lain; 

7. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 

kabupaten/kota agar teciptanya keterpaduan; 

8. Melakukan pengawasan terhadap penyelengaran penanggulangan bencana di masing 

masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana; 

9. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 

meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan 

menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

10.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bad an pelaksanaan 

penanggulangan Bencana baik di minta atau tidak di minta dalam rangka pengambilan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan 

bencana; 

11.Menyusun dan menetapkan laporan LKj-IP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan 

pertanggung jawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan triwulan, tahunan dan 

laporan tugas pokok lainya pada badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah 

di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tugas dan fungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tug as. 
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b. Uraian Tugas Sekretaris 

1. Melaksanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja 

Badan dan kegiatan tahun sebelum serta sumber data yang ada agar tersedia 

perencanaan yang partisipatif dan akomodatif; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

3. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan intergrasi program perencanaan dan perumusan 

kebijakan berdasarkan kemasukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia 

program kerja yang partisipalif; 

4. Membina dan memberikan pelayanan administrasi ke tata usahaan, kepegawaian, 

hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta 

melaksanakan hubungan-hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya 

pelayanan yang cepat, tepat dan lancar; 

5. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD 

secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra 

bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; 

6. Menfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarahan penanggulangan 

bencana meliputi penentuan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; 

7. Mengumpul data dan informasi kebencanaan di tingkat provinsi untuk perumusan 

kebijakan; 

8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan 

pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKj-IP, Kinerja Badan, Kinerja 

Keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggung jawaban ; 

9. Melaporkan secara, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan 

lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan agar di pergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

10 .  Melaksanakan tug as kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaa tugas. 
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c. Uraian Tugas Perencana Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan 

1 .  Menyusun rencana kegiatan bagian program , data dan evaluasi berdasarkan 

langkah-langkah operasional Kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya 

agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tug as; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

3. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran 

program agar tersusun program dan kegiatan yang akomodatif; 

4. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan mengidentifikasi data berdasarkan 

masukan dari masing - masing bidang database statistik badan; 

5. Memberikan layanan informasi/humas dan protokol kepada masyarakat/pihak terkait 

secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tug as; 

6. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, pengawasan melekat, 

budaya kerja dan laporan kinerja baik LKj-IP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas 

sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan atasan; 

7. Melakukan konsultasi pelaksanan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait 

untuk mendapatkan kemasukan dalam kelancaran pelaksanaaan tugas; 

8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaaan tugas kedinasan 

lainnya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan agar di pegunakan sebagai bahan masukan atasan; 

9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun 

tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Uraian Tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Substansi Keuangan 

1 .  Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan berdasarkan langkah-langkah 

operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta 

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

3. Menyusun dan I atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan 

agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; 
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4. Meneliti dan mengkajf anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis 

badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target; 

5. Megontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data 

pertanggung jawaban kuangan yang akurat; 

6. Menferifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data 

keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel; 

7. Melakukan konsutasi pelaksanan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait 

untuk mendampatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas; 

8. Membuat laporan pelaksanan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanan 

tugas kedinasan lainya berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan untuk di gunakan 

sebagai bahan masukan atasan ; 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

1 .  Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum berdasarkan langkah 

- langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar 

terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanan tugas ; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektivitas pelaksanan tugas; 

3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan - kesalahan guna 

penyempurnaan lebih lanjut; 

4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, 

pengusulan karpeg, karis, karsu akses, taspen dan bapertarum agar tersedia data 

usulan yang valid; 

5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usu! kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

berkala pegawai sesuai periode yang telah di tetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji 

berkala di lakukan tepat waktu; 

6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan semua dan pelantikan jabatan struktural, 

usu! pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta 

penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta terlib administrasi 

kepegawaian; 
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7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar 

tersedia data bagi pembinan dan displin pegawai; 

8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat 

struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan di jadikan 

sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut; 

9. Meaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah 

dan terkendali; 

10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaaan arsip baik arsip akif, in aktif, 

maupun arsip statis agar mudah cepat di temukan apabila dibutuhkan ; 

1 1 .  Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan 

ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas; 

12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun 

di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor; 

14. Melakukan konsultasi pelaksanan tugas dengan unit/instansi atau lembaga terkait 

untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas ; 

15. Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta 

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan dan 

sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan 

atasan; 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tugas dan fungsinya unuk kelancaran pelaksanan tugas; 

f. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaaan 

1 .  Merencanakan langkah- lankah operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data 

yang ada di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyedia 

pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

3. Menyusun kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra 

bencana, untuk pedoman penanggulangan bencana; 
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4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penangulangan 

bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya 

untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya; 

5. Melaksanakan pemberdayaaan masyarakat dalam rangkah pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada tahap bencana; 

6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka 

pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana 

7. Menyusun persyaratan standar teknis penangulangan bencana berdasarkan pedoman 

yang telah di tetapkan untuk pedoman penangulangan bencana; 

8. Melaksanakan pendidikan dan pelalihan dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, 

kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 

9. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana; 

10. Melaporkan hasil pencegahan dan kesiapsiagaan penangulangan secara bulanan, 

triwullan dan tahunan serta hasil pelaksanan tugas kedinasan lainnya berdasarkan 

kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; 

1 1 .  Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tug as dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanan tugas; 

g. Uraian Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Pencegahan 

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan berdasarkan langkah-langkah 

operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan 

ketepatan pelaksanan tugas; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efeklifitas pelaksanaan tugas; 

3. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana melipuli identifikasi dan 

pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana unluk mengurrangi dan 

menghilangkan resikio bahaya; 

4. Melaksanakan mitigasi melalui pembanngunan fisik maupun pennyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi bencana; 

5. Memberikan peringatan dini kepada masyrakat tentang kemungkinan terjadinya 

bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media; 
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6. Melaksanakan pemberdayaan mayarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada 

tahap bencana; 

7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang 

pencegahan dan mitigasi pada prabencana; 

8. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan 

pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana; 

9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangn bencana untuk 

meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat 

dalam menghadapi bencana; 

10. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan 

mitigasi penanggulangan bencana kepada pra bencana; 

1 1 .  Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan 

tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainya berdasarkan kegiatan yang telah di 

lakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan 

masukan atasan; 

12. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaaan tugas ; 

h. Uraian Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Kesiapsiagan 

1. Menyusun rencana kegiatan seksi kesiapsiagan berdasaran langkah-langkah 

operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan 

ketepatan pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efeklifitas pelaksanaan tugas; 

3. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan 

organisasi dan mempersiapkan langah tepat guna dan berdaya guna untuk 

mengantisipasi bencana; 

4. Melaksanakan pemberdaya bencana dalam rangkah kesiapsiagaan pada tahap 

prabencana; 

5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan 

pada prabencana; 
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6. Menyusun peralatan standar teknis kesiapsigaan berdasarkan pedoman yang telah 

ditetapan untuk pedoman yang telah ditetapakan untuk pedoman penanggulangan 

bencana; 

7. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiap siagaan 

penangulangan bencana pada prabencana; 

8. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara berkala 

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada 

agar dipergunakan seagai bahan masukan atasan; 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai 

tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

i. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

1. Merencanakan langah--langkah operasional bidang kedaruratan dan logistik 

berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data 

yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyedia 

pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efetifitas pelaksanaan tugas; 

3. Menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak 

bencana; 

4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa, dan harta 

korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi sera pemulihan darurat 

prasarana dan saran; 

5. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelolah sumber daya yang diserahkan 

sektor/ lembaga terkait dalam rangka tangap darurat bencana; 

6. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat 

untuk kemudahan akses pengarahan sumber daya manusia, peralatan logistik, dll; 

7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang 

penangulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penangulangan bencana; 
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8. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang 

Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi 

dengan dukungan tenaga dan logistik; 

9. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian 

bencana penyebab bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebab kejadian 

bencana dan lain -lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; 

10. Melaksanakan tug as lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tugasan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

j. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi 

Kedaruratan 

1 .  Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah langkah 

operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan 

ketetapan Pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

Efektifilas pelaksanaan tugas; 

3. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi 

Evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, 

Pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana; 

4. Membantu Komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan 

Sektor /lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana; 

5. Menyiapkan bah an pertimbangan kepada Gubernur dalam menentukan status keadaan 

daerah sesuai denga tingkatan bencana; 

6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penaganan pengungsi agar 

keterpaduan penanggulangan bencana; 

7. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 

8. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, 

penyebap bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebap kejadian bencana 

lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan; 
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9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

k. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Logistik 

1 .  Menyusun rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional 

Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan 

Pelaksana tugas; 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas ; 

3. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan 

Bencana; 

4. Melaksanakan pengarahan logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat meliputi 

Permintaan , penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat; 

5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka 

Penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat; 

6. Memantau, evaluasi, analisis laporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan 

Peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

7. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat 

Secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya 

berdasarkan Kegiatan yang telah dilakukan dan sesuaian dengan sumber data yang 

ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

I. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi 

• Merencanakan langkah-langkah Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi berdasarkan 

rencana kerja dan kegiatan sebelumnya dan sumber data yang ada digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan; 

• Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyedia 

pelaksanaan tugas bawahan agar tugas terbagi habis sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan tugas; 

• Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitas dan 

rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana; 
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• Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabiitasi dan rekonstruksi 

pada pasca bencana untuk pemulihan dan perbaikan; 

• Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 

penananggulangan bencana pada pasca bencana;Melaksanakan hubungan kerja 

dengan instansi dan lembaga terkait dibidang rehabiitasi dan rekonstruksi pda pasca 

bencana 

• Melaporkan penyelenggaraan penanggulanagan bencana pada saat pasca bencana 

secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainya 

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukandan dipergunakan sebagai bahan masukan 

atasan; 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

m. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi 

Rehabilitasi 

Menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitas berdasarkan langkah-langkah operasional 

Bidang hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan 

Pelaksanaan tugas; 

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

Menyusun kebutuhan rehabiliasi pelayan publik dengan memperhatikan standar 

konstruksi bangunaan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 

Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitas berdasarkan pada analisis kerusakan dan 

kerugian; 

Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang 

meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana umum, 

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normanalisasi 

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat; 

Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka 

rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

pelaksanaan rehabilitasi 
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Melaporkan penyelengaraan rehabilitasi penanggulangan becana pada saat pasca 

bencana rehabilitasi secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan 

tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang lainya yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagaii bahan masukan atasan; 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanakan tugas. 

n. Uraian Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi 

Rekonstruksi 

Menyusun rencana kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan langkah -langkah 

operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran 

dan ketepatan pelaksanaan tugas; 

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

Menyusun kebutuhan rekonstruksi dan memperhatikan standar konstruksi bangunan, 

Kondisi sosial adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 

Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi pada analisis kerusakan dan kerugian; 

Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang 

Meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan 

Sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk 

bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya 

masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dengan lembaga terkait dalam 

bencana; 

Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan rekonsrtuksi penanggulangan 

Bencana pada wilayah pasca bencana; 

Melaporkan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada saat Pasca 

bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan 

Lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk di pergunakan sebagai 

bahan Masukan atasan; 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan 

Maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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2.1.2. FUNGSI 

Untuk melasanakan tugas Badan Penangulangan Bencana Daerah mempunyai 

fungsi meliputi: 

a. Perumusan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 

b. Menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang 

mengcakup pencegahan, penanganan darurat merehabilitas serta rekonstruksi secara adil 

dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan 

bencana; 

c. Pengkoordinasikan pelaksanan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan 

menyeluruh; 

d. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelengaran penanggulangan bencana 

berdasarkan perundang-undangan; 

e. Menyususun, menetapkan dan mengiventarisasi peta rawan bencana; 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap 

bu lan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan bantuan 

pihak lain yang berkaitan dengan bencana; 

i. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi ; 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, unsur 

pelaksana BPBD Kabupaten Ende jug a menyelenggarakan fungsi ; 

Pengkoordinasian 

Pengkomandoan dan; 

Pelaksana 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende juga mempunyai kewenangan : 

1 .  Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan 

pembangunan daerah Kabupaten Ende 
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2. Pembuatan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana mulai dari 

pra bencana saat bencana sampai dengan pasca bencana; 

3. Menjalin kerja sama dengan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya 

dalam penanggulangan bencana; 

4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau 

bencana pada wilayah; 

5. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan sumber daya alam dan 

melebihi kemampuan alam; 

6. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan 

penangulangan bencana; 

7. Pengajuan penetapan status bencana ; 

8. Pengkoordinasian terhadap SKPD/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam 

penanggulangan bencana; 

9. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang penataan ruang, 1MB dan peraturan lain 

dengan pencegahan bencana; 

10. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang 

aman; 

1 1 .  Pemindaan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman; 

12. Pemulihan saran fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana; 

13. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non 

pemerintah dalam penanggulangan bencana. 
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2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagaimna 

tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi dan tata 

kerja badan penangulangan bencana daerah kabupaten Ende adalah sebagai berikut 

SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN ENDE 

KEPALA 

+ 

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA 

INSTANSI PROFESIONAL/ KEPALA PELAKSANA BPBD 

AHLI 

SEKRETARIS 

l 

Perencana Sub nalis Keuangan Sub Bagian 
Koordinator Pusat dan Umum 

Substansi Prog Daerah Sub dan 
Evaluasi dan Koordinasi Kepegawaian 

Pelaporan Substansi 

I I 

Bidang Pencegahan i Bidang B i« ta n g  
dan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Rehabilitasi dan 

• 
Logjstik Rekonstruksi 

1 

Analis Penataan Penataan Penanggulangan 
Kebencanaan Sub Penanggulangan Bcncana Sub Koordinator 

Koordinator 
- 

� 

Bencana Sub Substansi 
� 

Substansi Koordinator Substansi Rchabilitasi 
- - 

Kedaruratan 
Analis 

Penataan 
Penataan Penanggulangan 

Kcbcncanaan Sub - Bencana Sub Koordinator 
Penanggulangan ---- Koordinator 

� Substansi 
I- Bencana Sub Substansi Rekonstruksi 

Kesiapsiagaan Koordinator Substansi 

---- � Logistik 

23 



Jumlah jabatan struktur sesuai dengan struktur organisai badan penanggulangan bencana daerah 

kabupaten ende (Perda Nomor 6 Tahun 2010), sebanyak 14 jabatan yang terdiri dari: eselon 11/b 1 jabatan, 

eselon Ill/a 1 jabatan, eleson Ill/ b 3 jabatan dan eleson IV/a 1 jabatan, Jabatan Fungsional IV/a 8 Jabatan 

yang ada terisi 6 Jabatan dan 2 Jabatan yang masih kosong, sedangkan untuk unsur pengarah sampai 

saat ini belum terisi. 

2.2 SUMBER DAYA 
2.2.1. Ketenagaan 

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penangulangan 

Bencana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya tersebut didukung oleh 25 orang personil terdiri dari 23 orang berstatus 

Pegawai Negri Sipil dan 2 orang Tenga outsourcing, dengan keadaan sebagai berikut: 

1). Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan : 

Tingkat Pendidikan pegawai sangat berpengaruh terhadap pengembangan 

sumber daya manusia,karena selain dapat meningkatkan pengetahuan juga menambah 

keterampilan seorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang 

diperoleh mencerminkan cara berpikir yang tepat, ara bekerja efektif dan memungkinkan 

seseorang untuk lebih mudah mengenal dan menggunakan teknologi yang lebih baik. 

Selanjutnya dilanjutkan label pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ende: 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No 

Dinas / Bagian / 
Bidang $-2 S-1 DUI SLTA SMP 

Jumlah 

Tingkat Pendidikan 

1 .  Kepala Dinas 1 

2. Sekretariat 5 5 10 
3. Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 4 4 
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4 Bidang Kedaruratan 
1 2 1 4 dan Logistik - - 

5 Bidang Rehabilitasi 
6 dan Rekonstruksi 1 4 - 1 - 

3 15 - 7 25 

Berdasarkan data dari tabel 2.1 diatas menunjukan bahwa, tingkat pendidikan 

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi antara 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SL TA) sampai tingkat pendidikan strata 2 (S2).lni berarti 

bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende sudah cukup memadai, namun yang masih diperlukan pegawai yang 

mempunyai kualitas pendidikan yang berhubungan dengan kebencanaan. 

2). Klasifikasi Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjejangan 

Dalam rangka meningkatan pengetahuan dan kompetensi jabatan, maka diperlukan diklat 

struktural maupun fungsional. Keadaan tersebut dapat dilihat pada label 2.2 : 

Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjejangan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Ket 

1 P IM I I  
2 P IM I I I  1  
3 P IMIV 6 

Jumlah 7 

Berdasarkan data tabel 2.2 diatas menunjukan bahwa pegawai negeri sipil pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang telah mengikuti pelatihan 

penjenjangan masih sangat minim.lni berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende masih kurang dalam ha! promosi 

jabatan struktur. 

25 



3). Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan 

Tabel 2.3 
Komposisi Pegawai Menururut Pangkat/Golongan Ruang 

Sekretariat 1 2 1 3 2 
Bidang 2 f 

Pencegahan 
dan 
Kesia sia aan 

4. Bidang 2 2 4 

Kedaruratan 
dan Lo istik 

5. Bidang 1 3 1 6 

Rehabilitas 
dan 
Rekonstruksi 

J u m l a h  2  4  7  2  5  1  2  25 
Per Desember 2023 

Berdasarkan data dari table 2.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan 

golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi 

dan cukup merata baik golongan !V, gol.111, maupun golongan II. lni berarti bahwa sumber 

daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

menurut golongan kepangkatan sudah cukup memadai. 

Tabel 2.4 
Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf 

No Jabatan Jumlah Keteranan 
1 Kepala Badan II A  
2  Unsur Penaarah - 

3 Kepala Pelaksana Badan II B 1 

4 Sekretaris Ill B 1 

5 Kepala Bidanq Ill B 3 
6 Kasuba IVA 
7 Jabatan Funqsional IVA 8 

8 Stal Pelaksana 10 

Jumlah 23 
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2.2.2. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan baik untuk kelancaran kegiatan 

administrasi maupun operasional lapangan yang dimiliki / dimanfaatkan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sampai dengan saat ini sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Daftar lnventaris Barang 

Keterangan 

B RB 

Tahun Asal/Cara 
Jumlah Jenis Barang No 

Sepeda Motor 2 unit Hibah 2010 

3 Televisi 2 unit Hibah 2016 

4 Camera Film 3 unit APBD 2011 

5 Camera Film 2 unit APBD 2014 

6 Dispencer 2 unit APBD 2012 

7 Laptop 1 unit APBD 2013 

8 Laptop 2 unit APBD 2013 

9 Note Book 2 unit Hibah 2012 

10 Hardisk 1 unit Hibah 2012 

11  Printer 1 unit Hibah 2011 

12 Printer 1 unit APBD 2010 

13 Printer 1 unit APBD 2015 

14 Proyektor+Attachment 1 unit APBD 2016 

15 Facsmille 1 unit APBD 2012 

16 Kursi roda 1 unit APBD 2010 

17 Ala! Khusus sar (senter selam) 2 unit APBD 2017 

18 Alat Khusus sar (timah 1 unit APBD 2017 
V 

amscud) 

19 Ala! Khusus sar (timah 1 unit APBD 2017 
V 

amscud) 

20 Ala! Khusus sar (weg belt 2 unit APBD 2017 
V 

amscud kepala plastic) 
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21 Alat Khusus sar (wetsuit cressi 2 unit APBD 2017 
v . . 

long) 

22 Ala! Khusus sar (snorkel cressi 2 unit APBD 2017 
V . . 

dry) 

23 Ala! Khusus sar (mask cressi) 2 unit APBD 2017 V . . 

24 Ala! Khusus sar (fins cressi) 2 unit APBD 2017 V . . 

25 Alat Khusus sar (dual mission) 2 unit APBD 2017 ✓ . . 

26 Alat Khusus sar (octopus 2 unit APBD 2017 
V . . 

cressi) 

27 Alat Khusus sar (regulator 1 unit APBD 2017 
V . . 

cressi) 

28 Alat Khusus sar (regulator 1 unit APBD 2017 
V . . 

cressi) 

29 Ala! Khusus sar (BCD cressi 2 unit APBD 2017 
V . . 

aquapro) 

30 Ala! Khusus sar (scuba tank) 2 unit APBD 2017 ✓ . . 

31 Sepeda Motor 2 unit APBD 2011 .  V .  

32 Sepeda Motor 2 unit APBD 2020 V . . 

33 Mobil P enumpang 1 unit APBD 2015 V . . 

34 Mobil Tanki 1 unit APBD 2016 V . . 

35 Mobil Boks 2 unit APBD 2013 V . . 

36 Mobil Pick up 2 unit APBD 2015 v . . 

37 Mobil Rescue 1 unit APBD 2011 ✓ . . 

38 Gergaji Mesin / Sensor 1 unit APBD 2020 V . . 

39 Lemari 7 Pintu / Locker 1 unit APBD 2021 V . . 

40 Gorden 1 Paket APBD 2021 V . . 

41 Mist Blower 2 unit APBD 2021 V . . 

42 Meja Rapat 1 /2 Biro 2 unit APBD 2023 v . . 

43 Kursi Plastik Napolly 30 unit APBD 2023 V . . 
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Sampai dengan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

belum mempunyai Kantor sendiri sehingga untuk melaksanakn kegiatan administrasi masih 

mengunakan aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Penyelenggaran urusan penangulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh pasal 

14, ayat (1), undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan 

salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut 

kemudian dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang 

pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kebupaten /kola, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7 ayat 

(2),BPBD sebagai salah satuh lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung tugas kepala 

daerah, mengemban urusan wajib yang wajib dilaksanakan , yaitu urusan llingkungan hidup. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dibentuk melalui peraturan 

daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Daerah Kabupatenn Ende dan Peraturan 

Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian tugas jabatan struktural dan jabatan 

fungsional umum pada lembaga teknis daerah kabupaten Ende . bahwa BPBD dpimpin oleh 

seorang ex officio adalah sekretaris daerah yang memiliki tugas pokok membatu kepala daerah 

dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang penangulangan bencana. 

Sejak dibentuk pada tahun 2010, badan penangulangan bencana daerah kabupaten 

Ende sudah memiliki SPM.Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam 

menangani bencana hanya melakukan fungsi koordinasi.untuk peningkatan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat desa/kelurahan BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan : 

Sosialisasi tentang pengurangan resiko becana pada sekolah ditingkat SD, SL TP dan SL TA 

Pembentukan tim siaga Bencana Desa/Kelurahan, sampai dengan saat ini sudah terbentuk 

di 4 (empat) Kelurahan dan 84 (Delapan Puluh Empat) Desa 

Pembina Tim Siaga bencana desa dalam bentuk pelatihan-pelatihan, termasuk pembinaan 

yang berkelanjutan terhadap 2 (dua) kelurahhan sebagai kelurahan model tangguh bencana 

yang telah di tetapkan secara nasional oleh Kepala BNPB 

Mengikuti berbagai diklat teknis kebencanan 

Membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana 
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Pemuktahiran Dokumen Rencana Aksi Daerah 

Penanganan pada saat tangap darurat bencana dan pasca bencana di berbagai wilayah 

terdampak, termasuk penanganan pengungsi letusan gunung api Rokatenda. 

Pencapain kinerja pelayanan badan ppenangulangan bencana daerah Kabupaten Ende 

selengkapnya dapat dilihat pada label berikut: 
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Tabel 2.6 

Pencapaian Kinerja Pelayanan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

lndikator Kinerja Target SPM Target Renstra SKPD Reallsasl Capalan Rasio Capalan 

Sesuai Data 2020 2021 2022 2023 2024 Data 2020 2021 2022 2023 2024 Data 2020 2021 2022 2023 2024 
NO 

Tugas dan Awai Awai Awai 

Fungsi SKPD 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.69% 2,04 0,26 
1. 1.69 1,74 2,11% - 0,26 0,05 0,3 0,07 - 

layanan 100% % 
% % 

lnformasi Rawan 

Bencana 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 1.69% 0,26 

Layanan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1,85 
2. 1.69 1,74 1,99% - 0,26 0,05 0,11 0,14 - 

Pencegahan dan 100% % 
% % 

Kesiapsiagaan 

terhadap 

Bencana 



Jumlah Warga 
Negara yang 

3. 

memperoleh 
layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 - 

Penyelamatan 100% 

100 100 

dan Evakuasi 

% 1 0 0  

Korban Bencana 
Level Level Level Level Level Level Level 3 Level Level Leve Level 

4 I ndeks Ketahanan 
3 (52) 3 3 3 (52) 3 3 (52) 3 3 1 3  3  (52) 

Bencana (Tujuan) (52) (52) (52) (52) (52) (52) (52) 
1 0 0  100 

100 100  
100 

Persentase Desa 
39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26% 39,26 39,26 39,2 39,26 

Tangguh Bencana % % % % % % % % 6% % 

5 pada Kawasan 
100 100 

Rawan Bencana 100 
1 0 0  100 

(Sasaran) 

Persenlase 
39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26% 39,26 39,26 39,2 39,26 

Meningkatnya Desa % % % % % % % % 6% % 

6 Tangguh Bencana 
1 00 100  

pada Kawasan 100 
100 1 0 0  

Rawan Bencana 

Persentase Warga 

7 
Masyarakat yang 

2,04 

rnernperoleh Layanan 
1.69 1,74 2,11% - 0,26 0,05 0,3 0,07 - 

lnforrnasi Rawan 100% 100% 100% 100% 100% 
% 

Bencana 
1.69% % % 0,26 

Persenlase Warga 

8 
yang rnernperoleh 

1,85 

layanan pencegahan 
1.69 1,74 1,99% - 0,26 0,05 0,11 0,14 - 

dan kesiapsiagaan 100% 100% 100% 100% 100% 
% 

terhadap bencana 
1.69% % % 0,26 



Persentase Warga 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
Negara yang % % % % % % 

9 memperoleh layanan 
penyelamatan dan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% evakuasi korban 
bencana 
Jumlah laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
penataan sistem % % % % % % 

10 dasar 
penanggulangan 

100% bencana yang 
dileqalisasi 
Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
administrasi 

% % % % % % 

11 
perkantoran 
perangkat daerah 
secara efektif dan 100% 

efesien selama 1 
tahun 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
lndeks Perencanaan, % % % % % % 

12 penganggaran dan 
evaluasi kinerja 

100% perangkat daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
lndeks pelayanan % % % % % % 

13 Administrasi 
Keuangan Perangkat 

100% Daerah 

lndeks pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 

Administrasi Barang % % % % % % 
14 Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 100% 



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 
lndeks Pelayanan 

% % % % % % 
15 Administrasi 

Kepegawaian 
100% Perangkat Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 

lndeks Pelayanan % % % % % % 
16 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 

lndeks Pengadaan 
% % % % % % 

17 
Barang Milik Daerah 

100% 100% 

lndeks Penyediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 

Jasa Penunjang % % % % % % 
18 UrusanPemerintah 

Daerah 100% 

lndeks Pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100 100 100 100 

Barang Milik Daerah % % % % % % 
19 Pada perangkat 

Daerah 100% 



label 2.7 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

Rasio Antara 
Rata-rata 

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Realisasi dan 
Pertumbuhan 

Anggaran Tahun 

201 202 Angg Reallsa 
2021 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9 0 2022 2023 2024 2022 2023 2024 aran si 

Program Penunjang 3.230.007.90 2.974.700.0 3.323.70 
918.315.674, 902.912.47 

Urusan Pemerintah . . 0,­ 00,­ 0.000,- . . . . . . . 

. 6,­ 
Daerah 

Kegiatan 

Administrasi 1.90 1.81  -  

17.700.00 97,1 99,8 
Keuangan 25.500.000,­ 1 .965.314.77 1.816.301.6 1.650.52 - - 8.50 0.41 - - 

0,­ 0% 8% 
Perangkat 0. ­  61,­ 4.823,­ 9. I 7 9 . 1 8  

'  

Daerah 9,­ 9,­ 

Kegiatan 

Perencanaan, 
0, 

Penganggaran 2.000.000,­ 35.600.000, 13.000.0 2.00 35.6 - 100 100 
- 0 0,05 

dan Evaluasi - 00,­ 0.00 00.0 % % 
5 

Kinerja 0,­ 00,­ 

Perangkat 



Daerah 

Kegiatan 6.000.000,­ 6.00 - 

Administrasi - 0.00 100 
6.000.000,- 6.000.000,- - 

Barang Milik 6.000.000,- 
' 

12.000.0 0. ­  %  
'  

Daerah 00,- 

Kegiatan 

Administrasi 
308.989.27 79,4 99,9 

Umum 309.100.223, 147.577.500, 1 1 1 .266.10 115.437. 145. 1 1 1 . 2  -  

5 ­  5% 7% 
Perangkat 0,- 500,-- ' 610. 33.90 - 

Daerah 035,- 5 ­  
'  

Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 10.000.000, 10.560.0 21.8 9.98 - 

Daerah - 00,- 58.8 5.00 99,9 99,8 
24.126.186,­ 6.000.000,- - 

Penunjang 21.664.000,- 94,- 0 8% 5% 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan 

Penyediaan 323.429.89 100 91,3 
330.705.265, - 

Jasa 1 ­  331. 25.30 % 2% 
' 

- 

Penunjang 331.075.000, 27.707.900 - 074. 3.990 



Urusan - 840,­ 
' 
- 

Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 222.884.000, 222.753.31 53.5 97.14 - 99,8 86,7 

Penunjang - 53.643.240,­ 112.026.00 28.205.6 0. ­  61.0 2.025 3% 1% 
' 

Urusan 0.-­ 87,­ 37,­ 
' 
. 

' 

Pemerintah 

Daerah 

Program 
258.623.018, 

559.992.100, 929.000.00 1.360.74 
267.975.30 

Penanggulangan 
. 0,­ 

Bencana . 0,­ 0.000,­ 

Kegiatan - 

Pelayanan 

lnformasi 

Rawan - 96.6 58.94 96,6 98,2 - 

Bencana 100.000.000, 60.000.000, 100.000. 00.0 0.000 0% 3% 

Kabupaten / - - 000,­ 00, 
' 
- 

Kola 

Kegiatan 99.994.965,­ 99.766.300, - 99,7 99,9 - 



Pelayanan - 5% 6% 

Pencegahan 

dan 320.000.000, 95.000.000, - 319. 94.97 

Kesiapsiagaan - - 730. 1.300 

Terhadap 708,­ 
' 
- 

Bencana 

Kegiatan 97,4 49.85 - 97,4 75,7 

Pelayanan 5%5 9.500 5% 2% 

Penyelamatan 158.628.053, 158.209.00 5.71 
' 
- 

- 

dan Evakuasi - 57.690.980,-- 50.000.000, 100.000. 0,­ 9.07 

Korban - 000,- 6,­ 

Bencana 

Kegiatan . 

' 
- 2.017.19 .  

Penataan 1.000,- 

Sistem Dasar 

Penanggulang 

an Bencana 

3.004965.55 2.317.901. 4.100.5 2.94 2.29 - 

3.818.322.81 0,­ 661,­ 24.823, 3. 7 45.649.3 0.46 3.45 97,8 98,9 
Jumlah Total - 

1 - 81 3.76 4.90 5% 5% 

9,­ 9 ­  ,  



Ratio antara realisasi dan anggaran belanja Operasi terbaik terjadi ada tahun 2023 

sebesar 98,95%, sedangkan ratio yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 69,76%. 

2.4 Tantangan dan Peluangan Pengembangan Pelayanan SKPD 

Seiring dengan makin berkembangnya pembangunan, masyarakat menjadi semakin kritis dan 

cerdas.Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus dijawab oleh Pemerintah Daerah 

makin tinggi dan beragam.Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Ende sebagai 

bagian dari Pemerintah Daerah Kebupaten Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian 

harapan dan tuntutan dari masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok 

dan fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam pennggulangan bencana 

memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Tantangan dan peluang terse but anatara lain: 

Penangulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke 

pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antara dan lintas instansi 

pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ende untuk meningkat 

pelayanan kebencanaan. 

Perubahan paradigma Penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena 

pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus 

selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana. 

Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggualangan bencana 

menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengedalikan proses bantuan 

baik dalam penerimaan maupun penyalurannya. 

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ende: 

Perlu ada kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi 

Dana kontijensi, Dana Siap Pakai dan Dana Pasca Bencana dalam APBD karena 
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keberadaannya telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanan Pengelola Bantuan Bencana . 

Perlunya penguatan kerja sama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. 

• Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus lintas sektor dan lintas wilayah serta 

memiliki rantai komando yang jelas dan efektif/efisien. 
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3.1. Permasalahan Pelayanan PD (Berdasarkan Capaian Kinerja PD ) 

Sejak dibentuk pada Tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian Tugas Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dibantu oleh unsur pelaksanaan yang dipimpin kepala pelaksanaan .unsur pelaksanaan 

mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi 

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan fungsi 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya ,Badan Penanggulangan Bencana Darah Kabupaten Ende menghadapi berbagai 

permasalahan / hambatan, diantaranya: 

• Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas 

• Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana. 

• Mekanisme kerja sama antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan 

bencana belum berjalan dengan baik. 

• Nomenklaktur dan Kode Rekening Dana Kontijensi, Dana siap pakai (Dana On Call) dan Dana 

Pasca Bencana Dalam APBD belum mencerminkan sinergitas pendanaan penangulangan 

bencana. 

• Tidak tersedianya peta daerah rawan bencana pada Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ende sehingga angka pembanding untuk SPM indicator 1 dan 2 diambil dari 

perhitungan manual terhadap daerah-daerah bantaran sungai yang rawan banjir, daerah rawan 

longsor dan daerah rawan banjir ROB di pesisir pantai 

• Kurang tersedianya anggaran sehingga masih banyak Desa/Kelurahan di daerah rawan bencana 

yang belum terlayani. 

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian program 

prioritas tahun 2025 - 2026. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya 
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rensponsif (Tanggap Darurat) menjadi preventif (Pengurangan Resiko Bencana) yang berdampak 

langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan kelestarian Alam yang berkelanjutan. 

Pengurangan resiko bencana menjadi sasaran utama dalam penanggulagan bencana yang 

bertujuan untuk menekan korban jiwa serta mengurangi kerusakan dan kerugian saat terjadi 

bencana.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi 

perhatian utama demi terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana.Penanggulangan 

bencana tidak bisa dilaksanakan oleh Sadan Penanggualangan Bencana Daerah sendiri tetapi 

merupakan kegiatan multisektor sehingaa perlu dibangun komitmen bersama antar SKPD dengan 

seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Ende. 

Dalam mendukung kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut faktor 

penghambat dan faktor pendorongnya antara lain sebagai berikut 

Tabel 3.1 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende 

Pokok Masalah Masalah Akar Masalah 

Kapasitas Daerah dalam belum optimalnya Belum adanya Pelatihan 
penanganan bencana kelembagaan tentang kebencanaan 

penyelenggaraan aparatur yang menangani 
penanggulangan bencana sub-urusan bencana dan 

Warga Negara yang berada di 
kawasan rawan bencana 

belum optimalnya Kapasitas belum optimalnya SOP dan 
Daerah dalam Mitigasi kebijakan penanganan 
Bencana bencana tingkat Kabupaten 

(SOP, RPB, RAD mitigasi, 
Renkon, Ren operasi, perda 
PB, Perbup status darurat) ) 

rendahnya kesiagaan belum optimalnya dokumen 
masyarakat untuk mitigasi perencanaan Rehabilitasi dan 
bencana Rekontruksi 

belum optimalnya Kapasitas kurangnya kompetensi SOM 
Daerah dalam pengendalian dalam penanggulangan 
Bencana bencana 

kurangnya prasarana dan 
sarana penanggulangan 
bencana 
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3.2. lsu Strategis 

Dalam RPO Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ada beberapa isu strategis Kabupaten Ende: 

1 .  Pemilihan Umum Pusat dan Pemilihan Umum Daerah. 

2. Stunting, Gizi Buruk, AKI dan AKB 

3. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 

4. Pengendalian lnflasi 

5. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan 

6. Reformasi birokrasi, investasi dan pelayanan publik 

7. Stabilitas sosial politik, keamanan dan ketertiban umum 

8. Sinergitas program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Ende. 

Berdasarkan lsu Strategis diatas dan mengacu kepada tugas dan fungsinya maka Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende akan mendukung terlaksananya isu strategis Pejabat 

Bupati yaitu : Stabilitas sosial, politik, keamanan dan ketertiban umum. 

Dari lsu Strategis tersebut Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai fungsi 

komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan penangulangan bncana di Kabupaten Ende 

baik prabencana , saat bencana maupun pasca bencana. 

Tujuan dari lsu Strategis ke tujuh yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ende adalah: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Goog 

Governance)dengan sasaran yag ingin di capai adalah : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan 

Perlindungan Sosial bagi Masyarakat. 

Rumusan dari lsu Strategis RPO Kabupaten Ende Periode 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan 

lebih lanjut kedalam Tujuan dan Sasaran Strtegis jelas terlihat bahwa tujuan akhir yang diharapkan adalah 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang di mulai dari mas yarakat pada 

lapisan paling bawah yang berdomisili di desa/wilayah terpencil. Dalam rangka mendukung terwujudnya 

lsu Strategis tersebut, Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berkomitmen untuk 

secara terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang ada. Tidak lupa pula untuk mengimbangi semakn kritisnya masyarakat dengan 

tuntutan yang mengingatkan ,secara internal Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

akan terus melakukan peningkatan kualitas SOM dan sarana penunjang, perbaikan kualitas pengelolaan 

administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. 
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Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, tentu saja terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya baik bersifat mendorong maupun sebaliknya bersifat menghambat. 

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dimaksudkan diantaranya adalah : 

Faktor Pendorong : 

• Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan resiko 

bencana; 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan 

informasi kebencanaan secara cepat dan akurat; 

Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas. 

Adanya penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; 

Adanya komitmen pimpinan dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dan tanggung 

jawabnya; 

Faktor Penghambat : 

Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat 

dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana; 

• Belum optimalnya upaya mitigasi bencana structural baik melalui identifikasi kebutuhan 

maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; 

Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal serta 

masih kurangnya koordinasi pengurangan resiko bencana dan alokasi anggaran yang 

terbatas; 

• Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi 

penanggulangan bencana; 

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan 

kebencanaan 

Kurangnya sumber daya manusia yang memahami sesuai tugas dan fungsinya; 

Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penangulangan bencana daerah. 

3.3. Telaahan Renstra Kil dan Renstra Propinsi 

3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
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Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di 

bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif 

diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. 

Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat 

pembangunan di bidang ini adalah : 

"KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA" 
Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 

2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana 

dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam 

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat 

dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan 

bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi 

"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana" secara sistematis dan bertahap yang 

menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk 

menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai 

berikut : 

1 .  Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana; 

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi 

dan menyeluruh. 

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis 

antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta 

Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah 

kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. 
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Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB 

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Sebagai Faktor 

Renstra BNPB Pelayanan 
Penghambat Pendorong 

BPBD Provinsi 

1 Terwujudnya sistem Masih kurangnya Belum adanya Adanya dana siap 

penanganan kedaruratan anggaran, jumlah perda yang pakai dan dana 

bencana yang efektif melalui dan jenis sarana signifikan dalam tak terduga guna 

peningkatan koordinasi dan prasarana pengelolaan pemenuhan biaya 

penanganan kedaruratan, kebencanaan anggaran akibat bencana 

peningkatan sarana dan yang dimiliki kebencanaan pada saat kondisi 

prasaranan pendukung, serta daerah untuk kondisi darurat 

peningkatan sistem logistic kedaruratan 

dan peralatan 

penanggulangan bencana 

efektif dan efisien 

2 Terwujudnya kesadaran, Kurangnya Banyaknya Adanya dana 

kesiapan dan kemampuan pengetahuan masyarakat yang bantuan social 

(pemerintah dan masyarakat) masyarakat akan mendirikan berpola hibah 

dalam upaya penanggulangan resiko bencana bangunan di penanganan 

bencana dan penanggulangan daerah rawan pasca bencana 

bencana melalui peningkatan bencana 

kapasittas ditingkat pusat dan 

daerah. 

3 Terwujudnya upaya rehabilitasi Belum adanya Banyaknya Adanya bantuan 

dan rekonstruksi yang lebih pedoman dan kerusakan social berpola 

baik disbanding sebelum petunjuk Teknis infrastruktur hibah kegiatan 

bencana, melalui peningkatan di daerah dalam akibat bencana rehabilitasi dan 

kapasitas perencanaan pengelolaan yang masih rekonstruksi 
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rehabilitasi dan rekonstruksi rehabilitasi dan belum tertangani pasca bencana 

yang handal. rekonstruksi dengan baik 

untuk pemulihan 

dan perbaikan 

kerusakan 

infrastru ktu r 

akibat bencana 

3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Bencana secara umum merupakan kejadian di luar kondisi normal atau rangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang menyebabkan korban jiwa, kerugian 

harta benda, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, yang menimbulkan gangguan tata 

kehidupan manusia (UU No.24, 2007). Upaya untuk melindungi dan menyelamatkan manusia dari 

ancaman bencana dapat dilakukan dengan suatu tindakan dalam mengatasi bencana baik pra 

bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari 

bencana yang diperkirakan akan terjadi. 

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 

empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, 

dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic 

arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa -- Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya 

berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. 

lnteraksi antar lempeng-lempeng tersebut membuat Indonesia sebagai wilayah yang memilikii 

aktivitas kegunung-apian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika 

lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup 

bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiralkan 

potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman 

banjir, penurunan tanah, dan tsunami (Sadisun, 2005). 

Wilayah Provinsi NTT termasuk dalam kawasan cincin api (ring of fire) karena berada pada 

area Circum-Pasifik, sehingga daerah ini memiliki banyak gunung berapi dengan intensitas tektonis 
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yang tinggi dan memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Kondisi demikian maka 

jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur, beberapa memiliki 

sumber air panas yang dijadikan obyek wisata, dan memiliki banyak gunung berapi yang indah 

dengan berbagai fenomenanya seperti kehadiran Danau Tiga Warna (Danau Kelimutu). 

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi 

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Sebagai F aktor 

Renstra BPBD Provinsi Pelayanan 
Penghambat Pendorong 

BPBD Ende 

1 Terwujudnya pemafaatan Kurangnya Tidak adanya alat Adanya informasi 

Teknologi pencegahan sarana pendeteksibencana dan komunikasi 

kesiapsiagaan, peringatan pendeteksi (banjir, longsor, yang cepat dari 

dini dan mitigasi untuk adanya bencana angina putting masyarakat 

menghadapi ancaman dan beliung) tentang adanya 

resiko bencana bencana 

2 Terwujudnya standar lmplementasi Kurangnya Peran serta 

kebutuhan dan prosedur tentang SOP sosialisasi tentang masyarakat yang 

penyelenggaraan bencana yang standar secara otomatis 

penanggulangan bencana belum dijalankan keselamatan ikut terlibat 

dan belum penyelenggaraan 

diketahui banyak penanggulangan 

oleh masyarakat bencana 

3 Terwujudnya peningkatan Tidak ada Belum adanya Peran serta 

kemampuan SOM (Aparatur relawan khusus relawan yang masyarakat yang 

dan Masyarakat) yang penanganan terkoordinasi secara otomatis 

menguasai teknologi di bencana dibawah naungan ikut terlibat 

bidang penanggulangan BPBD Kabupaten 

bencana Ende 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

Mengingat indonesia berada ada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat 

mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi 

bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. 

Penataan ruang harus dilakukan secara komperehensif, holistik, terkoordinasi, efektif dan efien 

dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan,kemanan dan 

kelestarian lingkungan. 

Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 26 tahun 2007 

tentang penataan ruang adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, 

agar terwujudnya keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta 

dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 

lingkungan. 

Strategi implementasi penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari upaya 

penanganan resiko bencana : 

Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail 

tata ruang 

• Penekanan pegendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematik melaluai penetapan 

peraturan zonasi, perijinan, pemberian insetif dan disinsetif sera pengenaan sangsi, 

• Penegakan hukum yan ketat dan konsistem untuk mewujudkan tata ruang . 

Peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten 

Ende Tahun 2023-2042 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang, sebagai pedoman 

bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Didalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende memuat beberapa hal mendasar yang mencakup 

arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, sistem pusat- pusat pemukiman, sistim sarana 

dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan, kebijakan tata guna tanah, tana guna 

air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna hutan dan atau guna sumber daya alam lainya serta 

kebjakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa 

kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan 

pengurangan resiko bencana di Kabupaten Ende. 
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Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2023- 2042 

maka telah ditetapkan beberapa daerah rawan bencana dengan rincian sebagai berikut : 

• Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi : Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Timur, 

Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kola Baru, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, 

Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Wewaria dan Kecamatan 

Wolowaru. 

• Kawasan Banjir Bandang Tingkat Tinggi : Kecamatan Detukeli, Kecamatan 

Detusoko,Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan 

Kelimutu, Kecamatan Kola Baru, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Lio Timur, 

Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatanm Ndona, 

Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Ndori, Kecamatan Wewaria, Kecamatan wolojita 

dan Kecamatan Wolowaru. 

• Kawasan Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Tinggi : Kecamatan Ende 

Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kola Baru , 

Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, Kecamatan 

Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndori, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan 

Wewaria dan Kecamatan Wolowaru 

• Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi : Kecamatan Detukeli, Kecamatan 

Detusoko, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Tengah, 

Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Kola 

Baru, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maukaro, 

Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Ndori, 

Kecamatan Wewaria, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Wolowaru. 

• Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi Kecamatan Ende Selatan, 

Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Ndona Timur dan Kecamatan Wolojita 

• Kawasan Rawan Likuifaksi Tingkat Tinggi : Kecamatan Kola Baru, Kecamatan Maukaro, 

Kecamatan Maurole dan Kecamatan Wewaria 

• Kawasan Rawan Longsor Tingkat Tinggi : Kecamatan Detukeli, Kecamatan Detusoko, 

Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende 

Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Kola Baru, Kecamatan 

Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, 
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Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Ndori, 

Kecamatan Wewaria, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Wolowaru. 

• Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi : Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, 

Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Lio 

Timur, Kecamatan Maurole, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona, Kecamatan 

Ndori, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Wolowaru. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan, penyelamatan dan pengurangan 

resiko bencana sesuai tugas dan fungsi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

adalah: 

• Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana 

• Penyusun PROTAP/SOP Penanggualngan Bencana 

Melakukan sosialisasi tentang Penanggualangan Bencana berbasis masyarakat 

Pembentukan im Reaksi Cepat (TRC) penanggualngan bencana 

Melakukan upaya evakuasi dan penyelamatan baik pada saat siaga darurat, tanggap darurat 

maupun pasca bencana secara cepat, tepat akurat, dan terpadu. 

• Penyaluran Bantuan baik sumber daya, logistik dan peralatan pada saat keadaan darurat 

bencana 

Pengumpulan base informasi kebencanaan dan pengumpulan data pasca bencana 

• Melakukan rehabilitasi dan rekonstrusi kawasan pasca bencana, serta pemulihan kembali 

ekonomi masyarakat di wilayah bencana. 

3.5. Penentuan lsu- lsu Strategis 

lsu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan Perangkat 

Daerah BPBD Kabupaten Ende yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 

ditinjau dari : 

1 .  Gambaran pelayanan Perangkat Daerah 

a. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan 

bencana 

b. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana 

c. Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana 
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d. Belum optimalnya peralatan penanggulangan bencana di masyarakat daerah rawan 

bencana 

e. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban 

bencana 

Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kil 

a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi 

rencanapembangunan secara efektif dan komperhensif; 

b. Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yang memadai; 

c. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat desa/kelurahan 

yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial; 

d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; 

e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; 

f. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana; 

g. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah 

pusat; 

h. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia; 

i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. 

j. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi 

kebencanaan kepada masyarakat; 

k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan 

terintegrasi; 

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi 

a. Kecenderungan masa depan bidang bencana alam, 

b. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi 

Renstra BPBD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 

c. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan 

air hujan menjadi lahan terbangun 

52 



d. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas 

air permukaan dan sedimentasi 

e. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tamping dan daya dukung lahan 

f. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan 

penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air 

g. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana 

4. lmplikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah 

a. lnformasi penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak terkendala dengan jarak 
b. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi 

c. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun 

d. Zona sudah ditetapkan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana namun belum di legalkan 

e. Wilayah rawan gempa bumi sudah di identifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana 

namun belum dilegalkan 

f. Belum semua rumah dibangun dengan konstruksi tahan gempa 

g. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun 

h. Wilayah rawan gerakan tanah sudah di identifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana 

namun belum dilegalkan 

1. Masih ban yak mas yarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi 

j. Kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun 

5. lmplikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah 

• Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 

• Belum semua desa di daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana 

• Belum adanya kesadaran masyarakat terkait kerentanan didaerahnya 

• Belum memadainya sarana prasarana evakuasi di daerah penyangga 

• Peningkatan kapasitas masyarakat, Penurunan kerentanan didaerah rawan bencana 

belum maksimal 

• Dokumen KRB 2017-2021 belum di legalkan, Perbup amanat Perda 3 Tahun 2014 belum 

dilaksanakan 

• Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di 

daerahnya Renstra BPBD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 

• Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana 
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• belum semua masyarakat mengetahui adanya dokumen KRB 2018-2022 

• Belum adanya peran dari desa daerah rawan dan dunia usaha dalam pembentukan desa 

tangguh bencana 

• Dokumen pendukung penilaian indeks ketahanan daerah belum lengkap dari perangkat 

daerah yang terkait. 

• Belum semua daerah longsor dapat tertangani dengan rekayasa vegetative 

• Belum semua masyarakat mendapatkan pengetahuan dan edukasi kebencanaan. 

• lndeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan Rumus Berikut: 

Vulnerability (Kerentanan) 
Risk (Resiko) = Hazard (Bahaya) X 

Capacity (Kapasitas) 

Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah 

dilihat dari akar permasalahan yang di ada disetiap daerah dan dilihat faktor-faktor penghambat 

tercapainya sasaran daerah.Dari akar masalah dapat diketahui masalah dan masalah pokok 

yang berakibat tidak tercapainya sasaran daerah. 

Dari permasalahan yang dihadapi Bencana Daerah Kabupaten Ende, serta 

memperhatikan Tujuan dan Sasaran RPO Kabupaten Ende Sadan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ende memunculnya beberapa isu strategis point ke tujuh yaitu : 

Masih rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan di seluruh wilayah kabupaten Ende. 

Pengoptimalan PUSDALOPS sebagai jembatan komunikasi antara BPBD bersama 

stakeholder bencana. 

• Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensi, 

dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana 

adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung 

jawab Pemerintah / Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggualngan bencana 

harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan 

bencana tidak di lakukan secara persial dan terpotong-potong. 

Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya penanggulangan bencana 

harus didukung dengan sistem yang mampu mengakomodir mulai dari prabencana, 

tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 
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• Perlunya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Bencana berdampak besar di 

lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang terkait dengan supaya 

penanggualangan perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana yang akan 

terjadi. 
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4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 

4.1.1 TUJUAN 

Berdasarkan telaahan arah pembangunan dapat dirumuskan tujuan yang akan 

mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam 

merealisasikan misi dari SPSD Kabupaten Ende. Tujuan Sadan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ende yaitu: 

"Meningkatkan Ketahanan Penanggulangan Bencana" 

4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu : 

• Serkurangnya Resiko Bencana 

Dengan lndikator Sasarannya "Persentase Meningkatnya Desa Tangguh Bencana 

pada Kawasan Rawan Sencana' 

• Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja 

Dengan Indikatornya "Nilai AKIP Sadan Penanggulangan Sencana Daerah' 

Tujuan, sasaran, indikator tujuan serta indikator sasaran, dan strategi BPBD Kabupaten Ende 

bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian 

diturunkan pada sasaran, indicator sasaran, program, indicator program,indicator kegiatan dan 

indikator sub kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja BPBD termasuk dalam 

struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing 

eselon.Penjabaran tersebut memberikan kemudahan BPBD dalam menyusun perjanjian kinerja, 

dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(SAKIP), 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tujuan Sasaran 
lndikatorTujuan/ 

Sasaran 
Tahun Awai 

2023 

EE 2026 

Target Kinerja Tujuan/Sas 

Pada Tahun ke­ 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Meningkatkan lndeks Ketahanan 
Ketahanan Bencana 

56 60 
Penanggulanga 0 

poin poin 
60 poin 

n Bencana 
Daerah 

Berkurangnya Persentase 
Resiko Bencana Meningkatnya Desa 

30,5 
Tangguh Bencana 28,77% 

7% 
32,37% 

pada Kawasan 
Rawan Bencana 

Meningkanya Nilai AKIP Sadan 
Akuntabilitas Penanggulangan cc B B 
Kinerja Bencana Daetrah 

4.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH {RPO) TAHUN 2024- 2026 

4.2.1. Tujuan 

Adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) 

tahun. Tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal -hal yang perlu dilakukan dengan 

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan ke lima RPO 

Tahun 2024 -2026 yaitu : 

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)" 

4.2.2. Sasaran 

Adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapinya tujuan, berupa hasil 

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat 

daerah. Sasaran RPD dari tujuan ke lima adalah: 
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" Meningkatknya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisiensi" 

Tabel 4.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2025 

Tujuan Sasaran 
lndikator Kinerja 

(Strategis) 

Tahun Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Terwujudnya Meningkatny lndeks Ketentraman dan 
Tata Kelola a Kualitas Ketertiban Umum 
Pemerintah Penyelenggar 
yang Baik aan 
(Good Pemerintaha 
Governance) n, 

Pemberdayaa 
n Masyarakat 
dan Rasa 72,2 

72,65 72,78 72,78 Aman dan 8 

Nyaman bagi 
Pen gem ban 
Usaha dan 
Kehidupan 
serta 
Perlindungan 
sosial bagi 
Masyarakat 
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4.1.3 Cascading Kinerja PD 

PERU'BAHAN CASCADING KINERJA/POHON KINERJA 

ADAN PENANGGULANGAN BHENCANA DAERAH K ABU PATEN ENDE 

TUI!AN 

Meningkatkan Ketahanan Penanggulangan Bene ana 

lndik.atot Kinerja tlndels Ketahanan Beneana 

0 
,---------------, 

SASARAN 

Berkurangnya Resiko Hens ana 

lndkatot Ninerja . Per sentase 

Memngkatnya Des.a Tanguh 

eneana pala awasan Raw.an 

enan 

Program Penanguanan Bene ana 

Sasaran Memngkatnya Jumlah Desa 

Tangguh Beneana pada Kawasan Rawan 

en an. 

lmhkatot Kiner pa Persentase Des.a 

Fangguh Bencana pada Kawasan Raw.an 

Beneana 

heiata; lelayanan Inf or nae i a wan 

en aa habpaten ota 

as@ran Aegiatan Mennskatr»a a 

Ma»arah.at at outproleh la aw.nan 
luf+ma R n  lee at.. 

fed.date Anrjor le+sent.are ra 

4assarah at yang temperoleh lanan 

Into«mast Kawa en an. 

• hegiata ; Pela vats lee egaha n dan 

hehpriaggaan lerlahap le au 
wsaran Aegtartan Mengkatry rga »an 

me reroleh lay.an pnegah.n dn 
keptagan th.alp lem an 

hmdt ator Ainrj erentaoe wags syany 

emperoeh lay.nan pee egahn dn 
etaps+agaan terthalap em an 

hegiatan: Pela vanan lenelamat an dan 
faltai horn le a.a 
wwsaran Agata; Ferlayan»a Warga 
vegat sang memperoleh lavan.an 

pnvelaratan da Eal.as Aorta.n en an.a 

fndikator Aierja Persentae area Se,ata 
ya nepetoleh Laan penelaat an l.an 

k as loan er an. 

SASARAN 

' Memingkatnya Aiuntatht.as 
- 

Kiner. 

lndikaton Kiner Nila AKIP 

adan enanggulangan Benana 

Daerah 

U 
Program Penunjang Urusan emerntahan 

Daerah Kabupaten Kot. 

.saran Ferlaksanany, Pemelenggaraan 

Administrasr erkantoran erank.at Daer.ah 

eara Efektt dan Efisien selama 

lndkatot Kiner pa Penyelenggaraan 

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 

seara Etektt dan Efisien selama I Tahun 

hegiata lereve aas. lengangar an. dan 

f.du.i kinrj ler aglat laruah 

warn legit Tells.atau4ever aan 

egrat an dn laluar rep.a 

/ndilator Anerpat lode4« lerenanan le nangsatan 
ta ala erg feghat D.era 

• kegiafa: Administrwi fengan le raangel.at 
prah 

waran le atan le rial sananya Pelayanan 

rnstrt eangan Lera.h 

mdk ator Amerja loeks lela»anan Arn4tr aer 

euanan er.n.lat Daerah 

• egiatan; Administrwei ( nm le ran gt larah 
aw saran Aegiatu e r a » a y a  e  hut un 

Ahrns·tat l r n  lean glat Daer ah 

/did ate Anerja lnkl leLassan an dastraa 

Urur er auk t Dae ah 

4. hegiata let di.an la. Pen jng fr.an 

fen rintaha Dru h 

warn Ar gtatq Terp nuhtv envedon ha.a 

feuu.an 

hndilator Amero lolels enchain as Pennant 

tews.an lesent.h De rah 

S, teiatan .lee i ran larang iii Daer a.hr 

lemunjang Ir.an len rint ah.aen Der ah 

at@run le gotta leriais,nan»a ere hharan 

tam Mhsl Der.ah 

brhik atot Amery lo«leis lee hha an 

.rang Mhl Derah enjang l rusan 

fer nntahan Daer h 
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eszae /rems 
Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran RPO yang selaras dengan 

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam mencapai tujuan dan sasarannya perlu menetapkan strategi dan 

kebijakannya. Untuk itu strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam label di bawah ini : 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik ( 

Peningkatan dan Pengelolaan 
Administrasi Perkantoran 
Pelaporan Tepat Waktu, 
Efektif, Efisien, Transparan 
dan Akuntabel. 

Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja Keuangan 

Meningkatkan Kinerja Aparatur untuk 
mewuiudkan Pelavanan Prima. 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Meningkatnya Kual zaraan Pemerintahan, Pe raan 
rakat Aman dan vaman Pe Jsaha dan 

"Meningkatkan 
Ketahanan 

Penanggulanga 
n Bencana" 

Berkurangnya 
Resiko Bencana 

Mendorong mas yarakat untuk 
mengetahui dan memahami situasi 
kesiapsiagaan dan bertindak cepat pada 
saat tan a darurat bencana 
Melaksanakan penguatan kapasitas 
aparatur dan masyarakat sebagai bentuk 
kesiapsiagan dalam menghadapi 
ancaman bencana 

Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam upaya 
PRB dan penanganan darurat 
saat teriadi bencana 
Peningkatan kualitas dan 
kuantitas SOM 

Membangun koordinasi lintas sektor 
dalam penanganan darurat bencana 

Membangun koordinasi lintas sektor dan 
meningkatkan sinergitas antara 
pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha dalam upaya pemulihan pasca 
bencana 

Memberikan dukungan 
sumber daya, logislik, 
peralatan dan perlengkapan 
pendukung dalam 
enan ulan an bencana 

Mengoptimalkan kembali 
sentra ekonomi masyarakat 
yang rusak akibat bencana 
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3EE7 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, 

untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan Pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga 

penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPO Periode 2024- 

2026 yaitu: 

• Program Prioritas : 

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses 

kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

• Program Penunjang : 

Program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun 

sebagian dari program tersebut. Karena bersifat penunjang (dapat digunakan semua Perangkat 

Daerah) maka program tersebut lidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi), person dan kewenangan BPBD sebagai lembaga Penanggulanan Bencana, sehingga 

menyulitkan pengukuran kinerjanya. 

Program Prioritas Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan terdiri alas : 

1 .  Program Penanggulangan Bencana 

a) Kegiatan Pelayananan lnformasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten /Kola (Per jenis Bencana) 

b) Kegiatan Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

• Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana 
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✓ Sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi 

✓ Sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana 

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

✓ Sub kegiatan respon cepat kejadian Ivar biasa penyakit/wabah zoonosis 

prioritas 

✓ Sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 

kabupaten/kota 

✓ Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana kabupaten/kota 

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Sub kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana 

kabupaten/kota 

✓ Sub kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem infonnasi 

kebencanaan 

✓ Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

✓ Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD 

✓ Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah 

✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

SKPD 

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

✓ Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

✓ Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

SKPD 

✓ Sub kegaiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

✓ Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang­ 

undangan 

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

✓ Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

✓ Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

✓ Sub kegiatan peryediaan peralatan rumah tangga 

✓ Sub kegiatan pen yediaan bahan logistik kantor 

✓ Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

✓ Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 
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d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

• Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

• Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

• Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

• Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 

• Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 

• Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

• Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Sub kegiatan pengadaan mebel 

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

• Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

• Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

• Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan 

• Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan 

perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

• Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau 

bangunan lainnya. 
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Selanjutnya Tabel 6.1 di bawah ini menggambarkan rencana Program dan kegiatan, lndikator 

Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan lndikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Ende Tahun 2022-2024. 
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 

Kode Permgkt De rah ; 1,05,01,001,01,00,0-4.0000 

in Perarglt rah; Madan Penanggrgan nan Alam dn Derah 

Target Knrja Progmn dKrngl Peon«.an 

todilt or Kin«rj Tu/ uan, 
Oat 

Kon&di Unit Kerj Per0gt 
Srn, Program 

Cap.in 
Kiner$a Doh Penanegqng 

Tun Sarr Kode roger dn Keat.an (Outcome) dan Keg.rt. 
Awad Pere 

fun-f Tan2 huJ Pd Akhir Jr.b Lok 
(Output.) Period 

0.«.n Rn tr 
Perng#at 

Dara.h 

Trget ] Ro  Target R Target Rp Target 

Mering.th Ket.ha Poag9lnga Ocana 

Burgy Res.do Bncna 

105 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BE NCANA 

fen De.Tr9uh 34 5 f %  35.294 450 000 000.00 3608% 800 000 000 3686% 820 000 000.0 666% ad Pear9qln9 
been p.%f i ne  %  00  0  Ben  Al  •  
Danna  Dao.at 

105 03201 6yan intorr. Re 8.c Kb%p/Kot 

fees.entae Warp4Myart yang rmnperoiot lrya i/torr. fRA Bena% 1 64 %  1.54 0.00 1 68 %  300  000  000,  182% 3120 000 000.0 1,82% Ba0an 
% 00 0 Pee8ngg 

long.a 
Bence0a 
Alan 
Daer ah 

1 05  03  2  02  Peyanan Penegahan den Kew.apsaga Trhdap Bea.aa 

Persentas Warga ya0g 3264% 12 79 %  100 000 000.00 3308% 200 000 000 33 40% 200 000 000.0 33 40% Bads Penangul0gar 
rernperoieh lye.a 00 0 Banca Alar d.an 
pogatan d Drat 
Kess.apg tart.ad.a 
Be0can 

1 05  03203 era «yin.at.an dan Ek.a Korb.an Ben6an.a 

Perontae Warga Negara 100 % 100 % 1v00 000 000.00 10 % 200 000 000 100 % 200 000 000.0 100% Bad Peranglagar 
yang mrnproiot larynan 00 0 Bnca Alan da 

pryel.rat.a an Evau.a Drat 
Koba Bence 

1 05  03204 Prata Sisto Das.gr Pen.an9gang.an Ben€an 
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frpt Kinrj Program d Kr0g Pend an 

no.t or 6nrj Tu0an, Se.n, bet Cap la 
Kon&ii untrj Pong.t 

Program(Otcore) dan Kegitn 
Aw 

Kiera Dar«h Penang9g 
Tun San Kode Program den Kgtn (Output) 

Perncn.a. 
Thur-f Thon-2 Tahur Pd Ahle ab Lok 

Priode 
Ren tr 

Perng#at 
Dor.h 

Targ Ro Target Rp Target Rp frget 

' 
eonte Junia Lap0 D.. 10 % 100% 2017 191 00 100 % 100 000 000 100 % 100 000 000.0 100% Bad Pea nggugan 
Perng/an9an Be0Cana 0. 00 00 0 8can.a Alan d.an 

Donah 

Migl.ti Ket. P. ngg.an B00a 

Meningktn Aunt.a btt Klinerj Pp 

8XX0 PROGRAM PE NUN,JANG URUSAN PEMERINT HAN DAE RAH KABUPATENKOTA 

Pew yin9gars.an Arrinews.tr 1009% 100% 1757 15291 100 «% 2729059 18 100 % 2781929 796 100 % Boda Peangl.ng.an 
Perintonn Perng#at Dara$car 6.00 3.00 00 boa Alan 
felt defies.l.en't.au Dart 

8XX0120 Perencan.an, Peg9gr0, flu. j Per8gt D.rah 
f 

lndel4 Perce. Pe.gee de 100% 100% 13 000 000.0 100% 200 000 000 100% 200 000 000.0 100% Bed Pen.agglng.an 
Eval Kiner\Petangit Drew 0 00 0 8.60ca. Al.n d.a 

Dort 

8XX0120 Adreetra Kua'gain Perng.at Dorat 
2 

lnle Pel.ye Arcieri Ku0g.an 100% 100.% 1850 524 82 100% 1865 364 37 100% 2015 384 373 100% Bad Pen@n99an9r 
ergtat Drat 3.00 3.00 0o Bence Alan dq 

Danh 

00X0120 Administra Bang Mi Deerah pad orang.at Daer al 
3 

lnde Pel.yaw.an Aranestr .rag 100% 100% 0.00 100% 10 000 000.0 100% 10 000 000.00 100% Boda en.angulang.an 
Mi Daer 0 Bercna Alan dn 

Danh 

x0120 Adminitra Keprwa Perangiat Drat 
5 
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Trgt Kinrj rogrn dn Kerngl Pond.n.a 

loot or lnrj u.fun, Sn, Pron 
Dt. Cpl.a Konid Untrj Progl.t 

(Outcome) dnKgit.n (Output ) 
Awl 

Kirj Oath Pen gqn 
Tujua ran ode Program dKogat.n Per@nc.a. 

Thur-f Tahu2 TAhun.J PAde Akhir b Loll 
lode 

tr Perng#rt 
D 

Trg R frget Ro Target .. frget 

ndl Plays Arnet 100% 100% 0.00 100% $0 000 000.00 100% 50 000 000 00 100% Bsdan Penn9la0gar 
K6peg«wan Peng#at Dr al Benear1a Al.mn d De 

0XX01206 Admonistra Urrumn Peng.at Dorat 

lndl elya Arris.tr Ururn 100% 100% 11S417500,, 100'!1. 300000000, 100'11, 300 000000, 100 '!I, Badan Pe0anggl.agar 
Pengit Drat Been Alm dan Drat 

8X 01207 Pegad an Brog Mr Danh Perun)yang Ursa Pemnntah Dort 

lndt Peng-rd.n B.rag Dvat 100 % 100 % 10 560 000.00 100% 75 000 000.00 100% 50 000 000.00 100 % an Pang/an9r 
Pewuring Urun Pernenitanan Dara Benona Alam d Doral 

8X01206 «eyed.nJ. Pruning Uru Print.ha D.t 

ndels eryeden Jr Penunjg Urn 100% 100% 65 625 813.00 100% 150 000 000.0¢ 100% 100 000 000.0¥ 100 % Bad.an Pan9gar 
Pemerita Dara Becca Alar d Dara 

0XX0120 Pereira Bar ag Mk Darah Peru/yang Uus Prent.ah.an Dora 

ndel Penh.rs Barg. Dor.h 100% 100% 28 205 687 00 100% 78 874 808.00 100$% 6 545 423.00 100 % Boda enarggang-an 
p U rug  Peenennt.an Daer8 Bencan« Alan de Dr a 
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Trget Kirj rogrn da Kerg.l Pindar.a 

into inrj Taj u.an, Sn, Progen 
b. Cap. 

Kondi interj Progl.t 
(outcome) d K«git (Output'y Klrj Dh Pe0.99g 

Tujan Sn Ko Progomn dn Keg6rt. 
Aw4fer 

fhunf tun2 fabun-J Pd Ai ..... Lok 
0.a. 

Pelo. 

tr 

Pean.girt 
bah 

frg Ro frget Ro frget Ro Target 

• 
Idols Pel@ryanan Arm«wistraw 100% 100% 0 00 100 % 50 000 000.0¢ 100% 50 000 000.00 100 % Baden Penargquango 
K6peg«wad.an Perng.rt Dar al Beocaa Alrn dn Deer at 

8X01206 Adminitra rum Pang.at Drat 

lie Pel.yr% A0rest Leu 100 4% 100% 115417 500.¢ 100 «% 300 000 000.¢ 100 % 300 000 000.0 100% Baa enggulag.an 
Perng.at Decal 0 0 0 Bena Alan d Drat 

00X01207 Peg.acda Barg M Dar Pruning Lru Pnenot.ah Danh 

dis Peg Barg Md Dora 100 % 100 % 10 560 000.0€ 100% 7$ 000 000.0€ 100% 0 000 000 00 100% an Pen9gun9a 
Penurjng Uran Peerintn Der Ben Al. Dr 

0XX01206 eye.nJ.a Perun4ngurus.an Pernennt.ah D.rah 

indois PeryehaaJaa PenuryagUfuan 100% 100 % 65 625 813.0 10 % 9so. 0oo 0oo.¢ 100 % 100 000 000.0 100s% Baca Pena0ggulag-an 
Perrin Dr ah 0 Berea Alon d Dr 

0XX01209 Peeneharan Bara0g M Der ah Puny.ang Urusan Perenntatn Deer ah 

lndel Pnehharn Ban Dar ah 100% 100 % 28 205 687 0 100% 78674 808 0C 100% 6545 423.00 100% Eada Pe0rngguan.an 
Penya0g Ursa Perrot.an Darst Benaa Alar 8 D 



Tabel 6.2 
Indikator Sasaran, Tujuan, Program/Kegiatan dan Formula 

No Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Indikator Formula 

KIneria 
I Meningkatkan Ketahanan Penanggulangan Indeks Ketahanan 

Bencana Bencana 
2 Berkurangnya Resiko Bencana Perscntasc Jumlah Desa 

Meningkatnya Tangguh Bencana 
Desa Tangguh dibagi Daerah 
bencana pada Kawasan Bencana 
kawasan rawan 
bencana 

3 PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase Jumlah Desa 
BENCANA Desa Tangguh Bcncana 

Tangguh dibagi Daerah 

bencana Kawasan Bencana 

pada 
kawasan 
rawan 
bencana 

4 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Jumlah Warga 
Kabupaten/Kota Warga Masyarakat yang 

Masyarakat Mcmperolch 

yang layanan informasi 

memperoleh bencana dibagi 

layanan warga yang 

Informasi berada pada 

Rawan dacrah rawan 

Bencana bencana 

5 Pelayanan Pencegahan dan Persentase Jumlah Warga 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Warga yang Masyarakat yang 

memperoleh Meperoleh 
layanan layanan 
pencegahan Pencegahan dan 

dan Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan dibagi warga 

terhadap yang berada pada 

Bencana daerah rawan 
bencana 

6 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Jumlah warga 
Korban Bencana Warga Negara yang memperoleh 

yang layanan 

memperoleh penyelamatan dan 

layanan evakuasi di bagi 

penyelamatan dengan KK 

dan Evakuasi tcrdampak 

Korban 
Bencana 

7 Penataan Sistem Dasar Persentase Jumlah laporan 
Penanggulangan Bencana Jumlah yang dihasilkan 

Laporan 
Dasar 
Penanggulang 
an Bencana 

8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggara Tcrlayani 
PEMERINTAHAN DAERAH an Administrasi 
KABUPATEN/KOTA Administrasi Perkantoran 

Perkan tor an Perangkat Daerah 

Perangkat secara efektif dan 

Daerah secara efisien 

efektif dan 
efisien selama 
I tahun 
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9 Perencanaan, Penganggaran, dan lndeks Jumlah dokumen 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, pcrcncanaan yang 
Penanggaran disusun 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

10 Administrasi Keuangan Perangkat lndeks Terlayaninya 
Daerah Pelayanan Administrasi 

Administrasi Keuangan 

Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

1 1  Administrasi Barang Milik Daerah pada lndeks Terlayaninya 
Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi 

Administrasi Barang Milik 
Barang Milik Daerah 

Daerah 
12 Administrasi Kepegawaian Perangkat lndeks Terlayanin ya 

Daerah Pelayanan Administrasi 
Administrasi Kepegawaian 

Kepegawaian Perangkat Daerah 

Perangkat 
Daerah 

13 Administrasi Umum Perangkat Daerah lndeks Terlayaninya 
Pelayanan Administrasi 

Administrasi Umum Perangkat 
Umum Daerah 

Perangkat 
Daerah 

14 Pengadaan Barang Milik Daerah lndeks 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Terlaksananya 

Barang Milik Pengadaan 
Daerah Barang Milik 
Penunjang Daerah 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

15  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan lndeks Terlak sananya 
Pemerintahan Daerah Penyediaan Penyediaan Jasa 

Jasa Penunjang 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah lndeks Terlak sananya 
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Pemeliharaan 
Daerah Barang Milik Barang Milik 

Daerah Daerah. 

Penunjang 
Urusan 
Pemerin tahan 
Daerah 
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mzranee~ho.snare 
Penetapan lndikator Kinerja Daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome 

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, 

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mendukung rencana kepala daerah 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD melalui label berikut ini; 

Tabel 7.1 
lndikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 
RPD 

Target Awal 

Kondisi Kinerja 
Pada Awal Periode Target CapaianSetiap Tahun 

RPD 

Indikator Tujuan, 
Sasaran, 

Program dan 
Kegiatan 

Level 3 (52) Level 3 (54) 

Persentase Desa 
Tangguh Bencana 

1. pada Kawasan 39,26% 45.32% 47,34% 53,40% 53,40% 
Rawan Bencana 

Persentase 
Meningkatnya 

1.1 Desa Tangguh 
34,51% 35.29% 36,08% 36,86% 36,86% 

Bencana pada 
Kawasan Rawan 
Bencana 

Persentase 

Warga 

1.1. 
Masyarakat yang 

1 
memperoleh 1,54% 1,54% 1,68% 82% 1,82% 
Layanan 
lnformasi Rawan 
Bencan.a 

Persentase 
Warga yang 

1.1. 
memperoleh 

2 
layanan 32,64% 32.79% 33,08% 33,40% 33,40% 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhad bencana 

Persentase 

Warga Negara 

1.1. yang memperoleh 

3 
layanan 
penyelamatan 100% 100% 100% 100% 100% 
dan evakuasi 
korban bencana 
Jumlah laporan 
penataan sistem 

1.1. dasar 
100% 100% 100% 100% 100% 4 penanggulangan 

bencana yang 
did ali sasi 

2. Nila AKIP BPBD cc B B B B 

2.1 
Penyelenggaraan 

100% 100% 100% 100% 100% 
administrasi 
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perkantoran 
perangkat daerah 
secara efektif dan 
efesien selama 
tahun 

Indeks 
Perencanaan, 

21. pengarggaran 
100% 100% 100% 100% 100% 1 dan evaluasi 

kinerja perangkat 
daeralb 
Indeks pelayanan 

21. Administrasi 
100% 100% 100% 100% 100% 2 Keuangan 

Perangiat Daer ah 
lndeks 
pelak sanaan 

21. 
Administrasi 

100% 100% Barang Milk 100% 100% 100% 
3 

Daerah pada 
Perangkat Daer ah 

lndeks Pelayanan 
2.1. Administrasi 

100% 100% 100% 100% 100% 
4 Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
Indeks Pelayanan 

2.1. Administrasi 
100% 100% 100% 100% 100% 

5 Umum Perangkat 
Daerah 
Indeks 

21. Pengadaan 
100% 100% 100% 100% 100% 

6 Barang Milik 
Daerah 
Indeks 
Penyediaan Jasa 

21. Penunjang 
100% 100% 100% 100% 100% 

7 UrsanPemerinta 
h Daerah 

indeks 
Pemeliharaan 

1.1. Barang Mlik 
100% 100% 100% 100% 100% 

8 Daerah Pada 
perangkat Daerah 
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Rencana Strategis Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 

adalah berfungsi sebagai pedoman,penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerinlahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. 

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Sadan Penanggulangan Bencana 

Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah( RPO) yaitu suatu dokumen perencanaan 

Kabupaten Ende. 

Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran, nilai-nilai tujuan,sasaran, kebijakan dan program serta 

kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Strategi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Ende tahun 2025-2026 ini, diharapkan akan menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan tugas-tugas 
organisasi sehingga pada akhimya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian lsu Strategis 
"Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum" 

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi ,semangat dan 

komitmen dari seluruh Aparatur Sadan Penanggulangan Bencana Daerah karena akan menentukan 

keberhasilan Program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya 

bukan hanya dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntunan 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin 

dicapai. 
Akhir kata semoga Rencana Strategis Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Ende ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan 
secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. 

Ende, 2024 
PATI ENDE� 

/ 


